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Abstrak

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan petani di wilayah pesisir Kabupaten
Malang melalui penerapan Integrated Organic Farming System (I0FS) sebagai strategi peningkatan ketahanan pangan
berbasis lingkungan. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya legalitas kelompok tani, keterbatasan akses
terhadap sarana produksi, serta rendahnya kapasitas manajerial dan teknologi pertanian di kawasan pesisir. Metode
pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan kolaborasi antara
universitas, pemerintah daerah, dan kelompok tani hutan (KTH). Tahapan kegiatan meliputi pemetaan kelembagaan,
pelatihan produksi pupuk organik, diversifikasi komoditas (kopi, hortikultura, dan peternakan), serta pembentukan
badan hukum koperasi atau BUMDes berbasis pertanian organik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kapasitas
kelembagaan petani dalam mengelola usaha tani secara mandiri dan efisien, penurunan ketergantungan terhadap
pupuk kimia, serta peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, penerapan IOFS mendorong
terciptanya sistem pertanian berkelanjutan yang memperkuat keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan
ekologi. Kegiatan ini berkontribusi pada pencapaian SDG 2 (Zero Hunger), SDG 13 (Climate Action), dan SDG 14 (Life
Below Water), sekaligus menjadi model inovatif pembangunan pertanian pesisir yang inklusif dan adaptif.

Kata kunci: ketahanan pangan, kelembagaan petani, sistem pertanian organik, pertanian pesisir

Abstract

This community engagement program aims to strengthen farmers’ institutions in the coastal areas of Malang Regency
through the implementation of the Integrated Organic Farming System (IOFS) as a strategy to enhance environmentally
based food security. The initiative was motivated by weak institutional legality, limited access to agricultural inputs, and
low managerial and technological capacity among coastal farmers. The implementation employed a Participatory Action
Research (PAR) approach involving collaboration among universities, local governments, and community forest farmer
groups (KTH). The stages included institutional mapping, organic fertilizer production training, commodity
diversification (coffee, horticulture, and livestock), and the establishment of legally recognized farmer cooperatives or
village-owned enterprises based on organic farming. The results indicate improved institutional capacity for independent
farm management, reduced dependence on chemical fertilizers, and enhanced productivity and quality of agricultural
outputs. Furthermore, the IOFS model promotes sustainable agricultural systems by balancing economic, social, and
ecological dimensions. This initiative contributes to achieving SDG 2 (Zero Hunger), SDG 13 (Climate Action), and SDG
14 (Life Below Water), serving as an innovative model for inclusive and adaptive coastal agricultural development.
Keywords: food security, farmers’ institutions, organic farming system, coastal agriculture
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Pesan Utama:

Penerapan IOFS meningkatkan produktivitas kopi dan cengkeh hingga 35% serta menurunkan
penggunaan pupuk kimia sebesar 60%.

Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi dan yayasan memperluas akses pasar dan legalitas
usaha tani.

Pendampingan 8 bulan sebelum panen meningkatkan kapasitas petani dalam produksi pupuk
organik, manajemen usaha, dan meningkatkan produktifitas hasil pertanian.

Model IOFS mendukung kebijakan nasional dan SDGs melalui diversifikasi pangan dan ekonomi hijau
berbasis lokal.
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GRAPHICAL ABSTRACT

The Integrated Farming Revolution: A Blueprint for Coastal Resilience

Transforming coastal agriculture in Malang, Indonesia, through the Integrated Organic Farming System (IOFS).

THE COASTAL FARMING CHALLENGE THE IOFS TRANSFORMATION: SOLUTION & IMPACT
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PENDAHULUAN

Pendekatan Integrated Organic Farming System (IOFS) merupakan model pertanian terpadu yang
menekankan integrasi antara tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan pengelolaan limbah organik
dalam satu sistem produksi berkelanjutan (Das et al,, 2019; Kahiluoto, 2020; Layek et al.,, 2023). Efektivitas
IOFS diukur melalui sejumlah indikator kontrol utama, meliputi efisiensi penggunaan nutrien (nutrient use
efficiency) (Layek et al., 2023), produktivitas relatif atau Relative Equivalent Yield (REY), rasio biaya manfaat
(Benefit-Cost Ratio), aktivitas biologi tanah (soil microbial activity), serta indeks keberlanjutan sosial-ekonomi

petani. Sistem ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas lahan hingga 25-40% dibandingkan sistem
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monokultur (Das et al,, 2019), mengurangi ketergantungan pada input kimia hingga 60% (Singh, 2018), dan
memperbaiki kesuburan tanah secara signifikan melalui peningkatan kandungan bahan organik dan mikroba
tanah (Choudhary et al., 2025; Meyer-aurich & Nadi, 2019). Secara sosial, IOFS juga memperkuat kelembagaan
petani dan memperluas kapasitas ekonomi rumah tangga kecil melalui diversifikasi pendapatan dari hasil
pertanian, penguatan kelembagaan, dan memperlebar peluang pasar (Bhat et al., 2023; Fresco, 2021; Zhang et
al,, 2022). Dengan demikian, IOFS bukan hanya pendekatan teknis pertanian organik, tetapi juga strategi
pembangunan pedesaan yang mengintegrasikan dimensi ekologis, ekonomi, dan kelembagaan untuk
mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah agraris dan pesisir.

Pendekatan IOFS di Dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi, Malang, menggabungkan praktik pertanian
organik terintegrasi pada wilayah pesisir. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepastian hukum
atas ruang darat dan laut dan sumber daya pesisir (Puspitawati et al., 2023; Puspitawati & Kristiyanto, 2017).
Kerangka hukum nasional dan internasional menyediakan landasan bagi kebijakan dan strategi hukum laut
yang mengatur akses serta pengelolaan sumber daya tersebut. Analisis berikut mengkaji bagaimana penerapan
strategi hukum laut dalam 10FS berdampak pada ketahanan pangan lokal maupun nasional (Riyad et al., 2024;
Syafa’at et al., 2024). Dengan memperhatikan elemen hukum adat, kerangka SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 14
(Life Below Water), serta teori pendukung seperti hukum laut, penguasaan ruang publik dan tata kelola pesisir,
proyek ini mendorong dukungan penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru (Anderson et al., 2016; Yulianti &
Ikhwan, 2020) di Dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

IOFS mengintegrasikan kopi dengan komoditas lain seperti tanaman pangan, hortikultura, dan ternak
dalam satu sistem organik yang saling menopang (Bhat et al.,, 2023; Tang et al., 2024). Dari sisi teknis, sistem
ini memungkinkan pemanfaatan pupuk organik hasil ternak, pengendalian hama terpadu melalui biodiversitas,
serta optimalisasi ruang lahan hutan pesisir tanpa mengganggu tutupan vegetasi (Collier, 2020; Nguyen et al.,
2025; Tarolli et al.,, 2024). Model ini secara langsung menurunkan ketergantungan petani pada input eksternal
mahal, sehingga mengurangi kebutuhan dana yang seringkali menjadi alasan munculnya praktik pungutan liar.
Lebih jauh, IOFS memperkuat posisi KTH dalam negosiasi kelembagaan. Dengan diversifikasi hasil (kopi,
sayuran, madu, pupuk organik), KTH memperoleh pendapatan lebih stabil, sehingga mengurangi kerentanan
terhadap ketidakpastian tata kelola lahan. Secara hukum, penerapan IOFS dapat dijadikan basis argumentasi
sustainability dalam perjanjian dengan Perhutani atau lembaga negara, karena sistem ini sejalan dengan prinsip
ecosystem-based management yang diakui secara internasional.

Dari perspektif ketahanan pangan, IOFS memberi dampak ganda: menjaga produktivitas kopi sebagai
komoditas unggulan sekaligus menyediakan pangan lokal bagi komunitas pesisir. Hal ini penting untuk
mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, terutama dalam kondisi krisis iklim dan gangguan rantai
pasok global (Bhat et al., 2023; Tarolli et al,, 2024). Dengan kata lain, IOFS tidak hanya mengatasi konflik
struktural antara petani dan pemerintah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi-ekologi masyarakat pesisir.
Dengan demikian, penerapan IOFS dapat dipandang sebagai instrumen resolusi konflik sekaligus inovasi tata
kelola. Sistem ini menjawab persoalan teoretis tentang kelembagaan sumber daya bersama (Auer, 2014;
Ostrom, 1990); masalah empiris berupa retribusi ilegal dan konflik kewenangan antar lembaga, serta
tantangan ekologis terkait degradasi lahan pesisir yang masih menjadi tantangan serius dalam aspek agraria
dan sistem pertanian (Binada, 2025). Apabila diimplementasikan dengan dukungan kebijakan hukum yang
berpihak pada community-based forest management, I0FS berpotensi menjadi jalan tengah antara kepentingan
petani, pemerintah, dan lingkungan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan transformasi sistem
pertanian di kawasan pesisir (Fresco, 2021; Kahiluoto, 2020), melalui pengembangan IOFS sebagai strategi

ketahanan pangan berbasis lingkungan, yang terintegrasi dengan tata kelola hukum laut dan agraria. Kegiatan
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ini tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian organik pesisir dan pendapatan
masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan literasi hukum masyarakat
terhadap penguasaan ruang darat dan laut, serta mendorong kolaborasi multi pihak (pemerintah desa,
akademisi, komunitas lokal, dan sektor swasta) (Neik et al., 2022; Nguyen et al.,, 2025). Selain itu, aspek
relevansi kegiatan ini terletak pada keterhubungan dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals/SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger) dan SDG 14 (Life Below Water). Pendekatan IOFS
memungkinkan diversifikasi sumber pangan di tingkat lokal sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem
pesisir (Anderson et al., 2016; Harahab et al., 2020; Yulianti & Ikhwan, 2020). Integrasi hukum laut dan hukum
agraria memastikan pemanfaatan ruang darat dan laut berjalan sesuai regulasi, mengurangi potensi konflik,
dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pesisir dalam mengakses serta mengelola sumber daya.
Melalui penguatan kapasitas hukum dan ekonomi ini, Dusun Lenggoksono, Desa Purwodadi dapat menjadi
model percontohan desa pesisir yang resilien, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung ketahanan
pangan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang menghambat
ketahanan pangan di wilayah pesisir Kabupaten Malang, yaitu: (1) lemahnya kelembagaan petani pesisir dalam
mengakses bantuan dan pasar; (2) keterbatasan sarana produksi dan teknologi budidaya organik; (3)
ketidakjelasan hak kelola lahan di kawasan hutan pesisir; (4) minimnya kolaborasi lintas sektor dan
antarwilayah; serta (5) ketidaksesuaian implementasi kebijakan nasional terhadap kebutuhan masyarakat
lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penerapan IOFS dirancang untuk menjawab persoalan-
persoalan tersebut secara empiris dan sistemik. Pendekatan IOFS memungkinkan integrasi lintas komoditas

pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu sistem organik yang efisien, adaptif, dan ramah lingkungan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode partisipatif berbasis riset tindakan
Participatory Action Research (ldziak et al, 2015; McIntyre, 1956) dengan pendekatan IOFS yang
mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam satu model pengelolaan pertanian pesisir. Program
ini dilaksanakan bersama petani pesisir yang bernama Kelompok Tani Kampung Berseri Astra yang berlokasi di

Dusun Lenggoksono, Desa Purwodad;, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang

(https://maps.app.goo.gl/Bhs2eNC2Lmgwf{ZDSA).

106


https://maps.app.goo.gl/Bhs2eNC2LmgwfZDSA

Dhiana Puspitawati, Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, Vol. 5 No. 1 (2025): 103-115

Wilayah ini merupakan kawasan pesisir-pertanian yang memiliki potensi besar untuk pengembangan
sistem pertanian organik terpadu, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Metode pengabdian ini dilaksanakan
melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi dan pemetaan masalah kelembagaan serta kebutuhan teknologi
petani pesisir melalui wawancara, FGD, dan observasi lapangan; (2) implementasi teknologi dan penguatan
kapasitas, meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik, sistem irigasi efisien, diversifikasi tanaman (kopi,
hortikultura, pakan ternak), serta pengembangan sistem pencatatan digital untuk produksi dan distribusi hasil
panen; dan (3) monitoring, evaluasi, dan replikasi model, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, efisiensi
input, serta kemandirian kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi dan yayasan berbasis pertanian
organik. Seluruh proses dilakukan secara kolaboratif antara dosen, mahasiswa, dan kelompok tani hutan (KTH)
sebagai mitra utama, serta melibatkan pemerintah daerah dan lembaga pendukung lain untuk memastikan
keberlanjutan dan integrasi hasil kegiatan dalam kebijakan pembangunan pertanian pesisir. Berikut adalah alur

teknis kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim:

Tahap Persiapan Intervensi Penerg:?;tai{;ag fatan a. Sebagai subjek utama implementasi
teknologi dan kelembagaan pertanian
- organik.
b. Sebagai mitra kelembagaan dalam
l 1 penguatan legalitas dan tata kelola
ekonomi petani.
Kegiatan Tim Akademisi c. Sebagai co-researcher dalam
> Sosialisasi . . pengembangan dan validasi model
> Pelatihan Kegiatan Mltra ™ IOFS berbasis partisipatif.
> Penerapan teknologi IOFS Pengabdian d. Sebagai agen diseminasi dan replikasi
» Pendampingan hasil program ke kelompok tani lain di
» Pengawasan keberlanjutan program wilayah pesisir.
e. Sebagai penjaga keberlanjutan sosial
‘ - — dan ekologis program melalui
|  FProsesTransformasi pengawasan komunitas.

‘ Pelemhaiaan I0OFS |

1. Pembentukan Yayasan Kelompok Tani
Organik dan Koperasi Pertanian
Organik

2. Penyusunan AD /ART kelompok

Gambar 2. Alur Teknis Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pembagian Tugas Kegiatan

Gambar 2 menjelaskan kerangka konseptual dan teknis bagaimana IOFS sebagai pendekatan pengabdian
masyarakat berbasis riset dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten
Malang. Model kolaboratif ini juga mampu menekankan pentingnya integrasi antara efisiensi sumber daya
agrikultur pesisir, pengurangan limbah, serta pemulihan keseimbangan ekologis melalui penguatan kelembagaan
formal dan informal (Binada, 2023) yang kemudian membentuk sistem sosial pertanian. IOFS tidak hanya
berfokus pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga pada pembentukan struktur kelembagaan yang
adaptif dan kolaboratif untuk mendukung ketahanan pangan berbasis ekosistem pesisir. Dalam kerangka master
plan, pendekatan ini mencakup tiga klaster utama, pendampingan kelembagaan petani, sistem pertanian organik,
dan penguatan sosial yang dikembangkan melalui kolaborasi lintas disiplin antara bidang hukum, pertanian dan
kelautan, serta kebijakan publik. Dengan demikian, model IOFS berperan sebagai strategi terintegrasi yang
mampu menghubungkan dimensi ekologi, sosial, dan hukum untuk mewujudkan pembangunan pertanian pesisir
yang inklusif dan berkelanjutan.

Intervensi program Integrated Organic Farming System (10FS) dilaksanakan selama delapan bulan sebelum
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masa panen tahunan sebagai bagian dari tahap implementasi metode pendampingan partisipatif yang dijelaskan
pada bagian metode. Kegiatan ini meliputi serangkaian pelatihan teknis, uji coba sistem pertanian organik, serta
pembentukan kelembagaan ekonomi petani pesisir. Pendampingan dilakukan secara intensif melalui tiga fase
utama, yaitu (1) penguatan kapasitas kelompok tani dalam produksi pupuk organik dan pengelolaan lahan secara
ramah lingkungan; (2) penerapan praktik pertanian terpadu dengan mengombinasikan komoditas kopi, cengkeh,
hortikultura, dan ternak kecil untuk menjaga siklus nutrisi alami; serta (3) pembentukan dan legalisasi
kelembagaan petani (koperasi dan yayasan) guna memperkuat tata kelola dan akses pasar. Pendekatan ini
dirancang agar setiap tahap intervensi beririsan langsung dengan siklus agronomi tanaman tahunan, sehingga
teknologi dan pengetahuan yang diperkenalkan dapat diuji secara empiris sebelum panen berlangsung. Selama
periode delapan bulan tersebut, tim pengabdian bersama mitra melakukan monitoring lapangan, pengukuran
produktivitas, serta evaluasi kelembagaan secara berkala. Hasil intervensi menunjukkan peningkatan efisiensi
penggunaan input produksi, penurunan ketergantungan terhadap pupuk kimia, dan peningkatan koordinasi
kelembagaan antar kelompok tani, yang kemudian terekam dalam hasil panen tahunan sebagaimana disajikan

pada Tabel 1 di bagian pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Rumah Tangga Petani dan Peran Program Pelembagaan IOFS Dalam Meningkatkan Produktifitas
Pertanian Organik di Kabupaten Malang

Kondisi rumah tangga petani di wilayah pesisir Kabupaten Malang dicirikan oleh pola mata pencaharian
berganda tetapi pendapatan yang rentan (petani dengan nelayan atau petani dengan pelaku wisata). Data BPS
Kabupaten Malang (Profil Kemiskinan Maret 2023) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di
kabupaten ini berada pada kisaran 9,45% (251.360 jiwa), mengindikasikan adanya fragilitas ekonomi yang relatif
tinggi pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang banyak berasal dari pertanian skala kecil dan
perikanan. Sensus Pertanian 2023 memperlihatkan struktur usaha pertanian yang didominasi oleh usaha
pertanian perorangan dengan skala lahan kecil; data Sensus tersebut menjadi basis penting untuk memahami
jumlah rumah tangga tani, luas areal, dan komposisi komoditas (termasuk kopi) yang menjadi sumber
penghidupan lokal. Produksi kopi di Kabupaten Malang pada 2022 tercatat sebagai salah satu kontribusi signifikan
bagi produksi perkebunan rakyat Jawa Timur (sekitar 14,2 ribu ton menurut data produksi), namun distribusi
manfaat sepanjang rantai nilai belum optimal bagi petani kecil karena kendala akses sarana produksi, permodalan,
dan pasar.

Kondisi teknis rumah tangga petani memperlihatkan keterbatasan kapasitas modal dan teknologi seperti
akses pupuk, alat pengolahan pasca-panen, serta fasilitas penyimpanan (gudang/dryers) seringkali kurang
memadai, sehingga produktivitas dan mutu komoditas sulit ditingkatkan. Keterbatasan kelembagaan terjadi di
banyak kelompok tani, dan belum berbadan hukum atau kurang kapabel mengelola administrasi; kondisi ini
memperparah masalah akses terhadap program subsidi, kredit, dan skema sertifikasi yang dapat meningkatkan
harga jual produk. Secara konseptual, fenomena ini mencerminkan biaya transaksi tinggi dan kelemahan
koordinasi institusional yang dijelaskan dalam teori institutional economics dan literatur governance pertanian.
IOFS menawarkan paket solusi teknis dan kelembagaan yang relevan untuk konteks rumah tangga petani pesisir
tersebut. Secara teknis, IOFS mengintegrasikan agroforestry kopi, hortikultura, peternakan kecil, dan unit
pengolahan pupuk organik sehingga menghasilkan closed-loop produksi yang menurunkan ketergantungan pada
input kimia, memperbaiki kesuburan tanah, dan meningkatkan produktivitas per satuan luas efek yang telah
didokumentasikan dalam studi agroforestry kopi dan praktik pertanian organik di Indonesia. Secara kelembagaan,
penerapan IOFS dipadukan dengan pembentukan badan hukum (koperasi dan yayasan) yang mampu menerima
bantuan sarpras, mengakses kredit formal, melakukan agregasi produksi untuk pemasaran bersama, dan
mengelola sertifikasi organik atau keberlanjutan, sehingga menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan daya
tawar rumah tangga petani. Literatur menunjukkan bahwa integrasi teknis-ekologis (agroecology /IOFS) bersama
penguatan kelembagaan meningkatkan pendapatan petani kecil dan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam
jangka menengah. Dengan demikian, intervensi I0FS yang dikombinasikan dengan pendampingan legalisasi
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kelembagaan dan akses pembiayaan berpotensi mendorong pergeseran dari kerentanan menuju ketahanan
rumah tangga petani. Produktivitas dan mutu komoditas meningkat, risiko fluktuasi pendapatan berkurang, dan

posisi tawar komunitas pesisir dalam rantai pasok, dan diperkuat dengan tujuan penganekaragaman pangan
berbasis sumber daya lokal dan target pembangunan berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan program IOFS dengan intervensi kurang lebih selama 8 bulan sebelum masa panen di
wilayah pesisir Kabupaten Malang. Intervensi ini menunjukkan adanya perubahan signifikan pada produktivitas
dan tata kelola pertanian masyarakat. Pendampingan yang dilakukan melalui pelatihan budidaya organik,
penguatan kelembagaan petani, dan diversifikasi komoditas telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi
produksi serta peningkatan pendapatan rumah tangga tani. Penerapan IOFS juga memperbaiki kualitas tanah dan
mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan berbasis
agroekologi. Berikut disajikan perbandingan kondisi petani sebelum dan sesudah pelaksanaan program IOFS,
berdasarkan hasil survei lapangan dan catatan panen tahunan kelompok tani di Desa Purwodadi dan sekitarnya.

Tabel 1. Data Hasil Intervensi IOFS Selama 8 BulaN Sebelum Masa Panen (1x dalam setahun masa panen

untuk komoditi kopi dan cengkeh)

petani (Rp/bulan)

Indikator IOFS Satuan Kopi Cengkeh Baseline Perubahan | Keterangan / Sumber Empiris
(sebelum | (%)
I0FS)

Produktivitas kg/ha/panen 1.480 1.250 1.050 +30-35% IOFS meningkatkan diversifikasi

Tanaman (Relative hasil dan efisiensi lahan (Das et

Equivalent Yield, al,, 2019); Satuan dan angka

REY) dihasilkan dari rata-rata jumlah
total luasan lahan seluruh
anggota kelompok (67 anggota
petani cengkeh dan kopi)

Efisiensi % 72 68 48 +40-45% Pemanfaatan pupuk organik dan

Penggunaan limbah ternak meningkatkan

Nutrien (Nutrient penyerapan N-P-K (Singh, 2018)

Use Efficiency)

Aktivitas Biologi pg C/g tanah 285 260 180 +55-60% Aktivitas mikroba meningkat

Tanah (Soil akibat aplikasi kompos dan

Microbial Biomass pupuk cair organik (Choudhary

Carbon) etal,, 2025)

Rasio Biaya- Rasio 2.35 2.10 1.45 +45-50% IOFS menekan biaya input

Manfaat (Benefit- eksternal & meningkatkan nilai

Cost Ratio) tambah ekonomi (Fresco, 2021)
(Frontiers in Sustainable Food
Systems, 2023)

Indeks % peningkatan | +38% +32% 0% +35-40% Diversifikasi produksi (kopi-

Kesejahteraan pendapatan ternak-kompos) memperluas

Petani (Household sumber pendapatan keluarga

Income Index) (Layek et al.,, 2023; Nguyen et al,,
2025)

Kandungan Bahan % 3.8 3.4 2.1 +60-70% Perbaikan struktur tanah akibat

Organik Tanah sirkulasi limbah organik

(Soil Organic (Choudhary et al.,, 2025; Tarolli

Matter) etal, 2024)

Tingkat Adopsi % petani 76% 70% 36% 73% Tingginya partisipasi

Teknologi IOFS adopter menunjukkan keberhasilan

oleh Petani pendekatan kelembagaan
berbasis komunitas (Dagoudo et
al.,, 2024)

Pendapatan rata- Rupiah (Rp) Rp Rp Nominal dihasilkan dari 1x

rata rumah tangga 1.750.000 | 2.950.000 panen /tahun, kemudian

dikalkulasi dalam pendabatan
/bulan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa intervensi melalui program IOFS berhasil meningkatkan produktivitas
pertanian kopi dan cengkeh secara nyata dalam satu siklus panen tahunan. Selain peningkatan hasil panen,
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terdapat perbaikan kelembagaan petani melalui pembentukan koperasi dan yayasan berbasis pertanian organik
yang memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai agribisnis. Efisiensi biaya produksi meningkat seiring
berkurangnya penggunaan pupuk kimia, sementara kemandirian petani dalam memproduksi pupuk organik lokal
menjadi salah satu indikator keberlanjutan program. Secara ekonomi, peningkatan pendapatan rumah tangga
mencapai lebih dari 60%, menunjukkan keberhasilan IOFS dalam memperkuat ketahanan pangan dan
kesejahteraan masyarakat pesisir. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan IOFS efektif sebagai model
pembangunan pertanian adaptif terhadap perubahan iklim dan sesuai dengan arah kebijakan nasional tentang
penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.
Berikut adalah komponen pendukung produksi pupuk organik dalam mendukung terwujudnya 10FS:
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Gambar 3. Dokumentasi Produksi Pupuk Organik untuk Mendukung IOFS Pesisir

Kegiatan IOFS tersebut menjadi strategi konkret dalam memperkuat kapasitas kelembagaan petani pesisir
melalui kemitraan kolaboratif antara universitas, pemerintah daerah, dan masyarakat. Mengacu pada model Triple
Helix (Johnston, 2010; Malekpour et al.,, 2021); dimana perguruan tinggi berperan sebagai knowledge broker yang
mentransfer inovasi dan teknologi IOFS kepada kelompok tani, sementara pemerintah bertindak sebagai
fasilitator regulasi, dan masyarakat desa sebagai pelaku utama yang berperan dalam penerapan dan pemeliharaan
sistem tersebut. Strategi ini diwujudkan melalui pelatihan pembuatan pupuk organik, diversifikasi komoditas
pertanian pesisir (kopi, cengkeh pisang, dan hortikultura), serta penerapan sistem pencatatan digital hasil panen
untuk mendukung transparansi dan efisiensi produksi. Implementasi IOFS juga memperkuat sinergi antara
kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Melalui pendekatan ini, kebijakan seperti Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Lokal dan Permenko Perekonomian Nomor 9
Tahun 2022 tentang Proyek Strategis Nasional di bidang ketahanan pangan dapat dioperasionalkan dalam skala
komunitas. IOFS menghubungkan regulasi makro dengan aksi mikro melalui pelembagaan petani dan penguatan
jejaring ekonomi lokal. Secara jangka panjang, strategi ini berkontribusi terhadap tercapainya tujuan
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 13
(Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 14 (Ekosistem Lautan), sekaligus menjadi model agroekologi pesisir yang
inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, penguatan kelembagaan petani di wilayah pesisir Kabupaten Malang merupakan langkah
fundamental untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, adil, dan adaptif terhadap perubahan
lingkungan. Wilayah pesisir memiliki karakter sosial, ekonomi, dan ekologis yang kompleks sehingga
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membutuhkan sistem kelembagaan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga resilien dan inklusif. Dalam konteks
pertanian pesisir, kelembagaan petani berperan lebih luas daripada sekadar wadah produksi; kelembagaan
menjadi entitas sosial-ekonomi dan hukum yang memperjuangkan hak atas sumber daya, akses terhadap pasar,
serta perlindungan ekologi. Berdasarkan teori [OFS (Donner et al.,, 2024), kelembagaan menjadi instrumen untuk
menciptakan keseimbangan antara kemandirian individu dan koordinasi kolektif dalam pengelolaan sumber daya
alam. Struktur organisasi petani yang kuat berfungsi mempercepat aliran informasi, teknologi, dan modal di dalam
sistem pertanian, serta memastikan keberlanjutan produktivitas di wilayah yang rentan terhadap degradasi lahan
dan perubahan iklim.

Masalah utama yang dihadapi petani pesisir Kabupaten Malang terletak pada lemahnya legitimasi hukum
kelembagaan mereka. Banyak kelompok tani hutan (KTH) atau gapoktan beroperasi tanpa badan hukum yang sah,
sehingga tidak memiliki kapasitas legal untuk mengakses bantuan pemerintah, mitra usaha, atau lembaga
keuangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch (1946), hukum berfungsi menjamin
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat. Ketiadaan dasar hukum menjadikan lembaga tani berada
dalam situasi “grey zone,” di mana hak mereka atas sumber daya tidak diakui secara administratif, sementara
kewajiban ekonomi tetap harus dijalankan. Legalisasi kelembagaan menjadi bentuk konkret dari prinsip
Rechtssicherheit (kepastian hukum), yang melindungi petani dari ketidakpastian administratif dan
penyalahgunaan kewenangan. Dengan legitimasi yang kuat, lembaga tani memperoleh kepercayaan publik, posisi
tawar yang lebih tinggi dalam rantai nilai pangan, serta akses terhadap instrumen kebijakan seperti Kredit Usaha
Rakyat (KUR) atau program Diversifikasi Pangan Nasional (Perpres No. 81/2024).

Dalam kerangka hukum agraria dan kelembagaan ekonomi, lembaga tani yang berbadan hukum seperti
koperasi, gapoktan, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki kekuatan legal untuk mengelola aset publik
dan menjalin kerja sama lintas sektor. Hukum perusahaan (corporate governance) menyediakan struktur yang
menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pembagian tanggung jawab secara proporsional antar anggota (Binada,
2025). Prinsip ini selaras dengan teori Institutional Economics, yang menegaskan bahwa lembaga ekonomi yang
kuat dapat menurunkan biaya transaksi, meminimalkan konflik, dan mempercepat inovasi teknologi.
Kelembagaan petani yang terorganisir dengan baik memungkinkan pengelolaan agribisnis pesisir yang efisien,
mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil tani. Selain itu, badan hukum membuka pintu bagi
lembaga tani untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pembiayaan formal, sehingga
transformasi kelembagaan dapat berlangsung dari entitas sosial menjadi aktor ekonomi yang kompetitif.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kelembagaan petani juga berfungsi menjaga mutu,
keamanan, dan keberlanjutan produk pangan. Produk hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan
(misalnya sertifikasi organik nasional atau Good Agricultural Practices) akan meningkatkan kepercayaan pasar
dan memperluas jaringan distribusi. Prinsip-prinsip dalam Consumer Protection Law menuntut tanggung jawab
produsen terhadap keamanan produk, pelabelan, serta informasi yang transparan kepada konsumen. Dalam
konteks IOFS, sistem ini dapat diintegrasikan ke dalam rantai pasok organik melalui pengawasan mutu internal
berbasis komunitas (Participatory Guarantee System), yang terbukti efektif di berbagai negara berkembang (FAO,
2022). Dengan demikian, kelembagaan petani yang berorientasi hukum dan etika lingkungan akan memperkuat
daya saing pertanian pesisir sekaligus menurunkan risiko sengketa hukum di masa depan.

Selain legalisasi, keberhasilan kelembagaan juga bergantung pada dukungan infrastruktur dan sarana
produksi. Banyak program bantuan pertanian gagal karena tidak ada lembaga penerima yang sah secara hukum
atau berdaya administrasi memadai. Dengan adanya legitimasi kelembagaan, kelompok tani dapat mengakses
program pemerintah seperti bantuan alat pertanian modern, gudang penyimpanan, atau sistem pengairan mikro.
Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa hak akses terhadap sumber daya publik dijalankan secara adil dan
transparan. Ketika lembaga tani memiliki status hukum yang diakui, penyaluran bantuan menjadi lebih terukur,
akuntabel, dan efektif dalam meningkatkan produktivitas petani pesisir. Hal ini memperkuat fondasi kelembagaan
sekaligus menjadi dasar untuk membangun sistem pertanian organik berorientasi pasar dan ekologi.

Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi kunci dalam memperkuat kelembagaan dan mempercepat difusi
inovasi IOFS. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat membentuk ekosistem inovasi
melalui model kolaboratif, di mana universitas berperan sebagai knowledge broker, pemerintah sebagai enabler,
dan masyarakat sebagai producer inovasi sosial. Dalam konteks pengabdian masyarakat, universitas tidak hanya
mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga membangun model kelembagaan berbasis riset tindakan
(Participatory Action Research). Sementara sektor swasta dapat mendukung dari sisi pendanaan, pemasaran, dan
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penguatan rantai pasok melalui program CSR berbasis green economy. Sinergi antaraktor ini menciptakan sistem
pertanian pesisir yang inklusif, produktif, dan tangguh terhadap dinamika iklim dan pasar global.

Kelembagaan petani juga diarahkan pada transformasi bisnis yang berkelanjutan. Dengan menerapkan
prinsip corporate governance, lembaga tani dapat mengembangkan unit usaha hilirisasi seperti pengolahan kopi,
pupuk organik, atau produk turunan hasil laut. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjamin
pembagian keuntungan yang adil dan pengelolaan dana yang efisien. Strategi ini mendukung diversifikasi ekonomi
pesisir sekaligus membuka lapangan kerja baru di pedesaan. Penguatan fungsi ekonomi kelembagaan selaras
dengan misi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penganekaragaman Pangan (RAN-P3BPSDL), yaitu meningkatkan
kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal. Dengan demikian, kelembagaan petani tidak lagi bergantung
pada subsidi pemerintah, tetapi tumbuh menjadi pusat ekonomi berbasis komunitas. Dari perspektif kebijakan
publik, regulasi daerah menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan. Pemerintah
Kabupaten Malang dapat menginisiasi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tata
kelola kemitraan, distribusi bantuan, dan pelaporan kegiatan lembaga tani. Prinsip kepastian hukum Radbruch
menegaskan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan keadilan dan kemanfaatan sosial. Dengan adanya
regulasi daerah, sistem pertanian tidak lagi bergantung pada arahan pusat, tetapi mampu beradaptasi dengan
konteks lokal. Pendekatan desentralistik ini memperkuat local governance dalam sistem hukum agraria yang
responsif terhadap karakter sosial-ekologis pesisir.

Akhirnya, penguatan kelembagaan petani tidak hanya soal aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga
pembentukan etika ekologis dan budaya agraris berkelanjutan. Prinsip I0FS mendorong sinergi antara
produktivitas dan konservasi, di mana petani menjadi penjaga ekosistem sekaligus produsen pangan. Melalui
kelembagaan yang sadar hukum dan ekologi, petani pesisir mampu menerapkan teknologi ramah lingkungan,
meminimalkan limbah, dan menjaga keseimbangan antara lahan dan laut. Dengan demikian, kelembagaan tani
bertransformasi menjadi agen ekonomi hijau yang berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan
(SDGs 2, 13, dan 14). Dengan mengintegrasikan teori IOFS, kepastian hukum Radbruch, hukum perusahaan, dan
perlindungan konsumen, maka terbentuklah sistem pertanian pesisir yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil,
berkelanjutan, dan berdaulat. Kelembagaan petani yang kuat adalah jantung dari transformasi pangan nasional
dan menjadi sebuah model yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam mewujudkan
ketahanan pangan Indonesia dari wilayah pesisir.

KESIMPULAN

Program penguatan kelembagaan petani melalui penerapan Integrated Organic Farming System (10FS) di
wilayah pesisir Kabupaten Malang menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak hanya bergantung
pada aspek produksi, tetapi juga pada kekuatan kelembagaan, dukungan hukum, dan tata kelola lintas sektor. IOFS
terbukti mampu mengintegrasikan sistem pertanian organik dengan pengelolaan sumber daya pesisir secara
berkelanjutan. Penerapan sistem ini meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas kelembagaan petani,
serta mengurangi ketergantungan terhadap input kimia yang merusak lingkungan. Secara sosial, kegiatan ini juga
memperkuat solidaritas antarpetani melalui kelembagaan koperasi dan yayasan yang berfungsi sebagai wadah
distribusi hasil dan advokasi hak atas sumber daya.

Saran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah perlunya memperluas replikasi model IOFS di wilayah pesisir
lainnya di Indonesia dengan menyesuaikan konteks ekologi dan sosial lokal. Perguruan tinggi, lembaga riset, dan
pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dalam pendampingan teknis, riset terapan, serta monitoring
keberlanjutan sistem pertanian organik berbasis komunitas. Selain itu, penting dilakukan penguatan kapasitas
hukum kelompok tani agar memiliki legalitas formal yang memungkinkan akses pada bantuan pemerintah,
kemitraan swasta, dan sertifikasi produk organik. Sebagai solusi jangka panjang, model IOFS dapat dijadikan entry
point untuk membangun sistem pangan pesisir yang resilien dan inklusif. Pemerintah pusat perlu
mengintegrasikan pendekatan IOFS ke dalam kebijakan nasional, terutama dalam Rencana Aksi Nasional
Ketahanan Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan menekankan

kolaborasi lintas sektor (pertanian, kelautan, dan lingkungan). Implementasi kebijakan berbasis IOFS akan
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memperkuat agenda nasional dalam diversifikasi pangan, ekonomi hijau, dan pencapaian SDG 2 (Zero Hunger)
serta SDG 13 (Climate Action), sekaligus mendukung agenda food system resilience yang berkeadilan sosial dan

ekologis.
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